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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 ayat 3 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk 

menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. 

Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan 

yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan 

sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang 

dilarang atau tindak pidana dalam suatu perundang-undangan digunakan 

kebijakan hukum pidana. Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai 

suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya 

dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan 

hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi 

terhadap perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya dinyatakan salah 

oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
1
 

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana 

yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah 

disusun dalam satu kitab undang-undang (wetboek), yang dinamakan Kitab 

                                                             
1
 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media, 2013, hal. 

1-6. 
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Undang-undang Hukum Pidana (wetboek van strafrecht), menurut suatu sistem 

yang tertentu.
2
 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sumber utama dari 

hukum pidana yang terdiri dari 3 buku, 49 bab dan 569 pasal : 

1. Buku I : Tentang Ketentuan-Ketentuan Umum, 9 bab, Pasal 1 sampai 

dengan Pasal 103 aturan penutup. 

2. Buku II : Tentang Kejahatan, 32 bab, Pasal 104-488. 

3. Buku III : Tentang Pelanggaran, 9 bab, Pasal 489-569.
3
 

Telah dikatakan, bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada 

orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis:  

tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.
4
 

Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai 

perbuatan-perbuatan pidananya sendiri, mengenai criminal act, juga ada dasar 

yang pokok, yaitu: asas legalitas (principle of legality), asas yang menentukan 

bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak 

ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal 

                                                             
2
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal.16. 

3
 Rasyid Ariman, Hukum Pidana, Malang: Setara Pres, 2015, hal.24. 

4
 Moeljatno, Asas-asas hukum pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hal 25. 
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dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lage (tidak 

ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).
5
 

Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu : 

(1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal 

itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 

(2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 

analogi (kias). 

(3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
6
 

Peristiwa atau perbuatan pidana atau lazimnya lebih dikenal dengan tindak 

pidana dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan oleh setiap orang, dan pada saat 

yang sama atau lain-lain waktu dapat pula dilakukan oleh beberapa orang secara 

bersama-sama. Dengan kata lain, tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa 

orang yang terlibat didalam melakukan tindak pidana tersebut. Beberapa orang 

yang melakukan tindak pidana inilah yang lazimnya disebut sebagai ajaran 

penyertaan atau deelneming.
7
 

Kata deelneming berasal dari kata deelnemen (Belanda) yang 

diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan deelneming diartikan menjadi 

“penyertaan”. Deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana karena 

                                                             
5
 Ibid. 

6
 Ibid, hal 27. 

7
 Rasyid Ariman, Hukum Pidana, Palembang: Unsri Pers, 2013, hal.111. 
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berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa 

orang.
8
 

 Dalam doktrin, deelneming itu dibedakan ke dalam 2 kelompok yaitu :  

a. Yang berdiri sendri (zelfstanding deelneming) dimana tiap-tiap 

peserta diminta pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. 

b. Yang tidak berdiri sendiri (onzelfstanding deelneming atau 

accessorie deelneming), diminta pertanggungjawaban seorang 

peserta digantungkan pada peserta lain.
9
 

Adapun rumusan undang-undang tentang deelneming yang diatur dalam 

pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi : 

Pasal 55 

(1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum : 

Ke-1 : mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan 

perbuatan itu; 

Ke-2 : mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, 

dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan 

sengaja membujuk perbuatan itu. 

                                                             
8
 Laden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 

77. 
9
 Rasyid Ariman, Op.cit, ha113. 



5 
 
 

 
 

(2) Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan-

perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya 

dapat diperhatikan. 

Pasal 56 

Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum : 

Ke-1 : mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu 

dilakukan. 

Ke-2 : mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau 

keterangan untuk melakukan kejahatan. 

Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana, yaitu: 

a. Yang melakukan perbuatan (plegen, dader), 

b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plagen, middelijke dader), 

c. Yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader), 

d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker), 

e. Yang membantu perbuatan (medeplichting zijn, medeplichtige).
10

 

 

 

                                                             
10

 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika 

Aditama, 2009, hal. 117. 
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Jenis-jenis dalam daya upaya deelneming, yaitu : 

a. Pemberian (giften) 

Tidak hanya bersifat uang melainkan barang, bahkan fasilitas. 

b. Janji (bloften) 

Janji itu meliputi segala hal yang menimbulkan kepercayaan pada yang 

dibujuk akan memberi keuntungan baginya, biarpun kepercayaan itu tidak 

berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan meyakinkan. 

c. Penyalahgunaan kekuasaan (misbruik van gezag) 

Kekuasaan itu harus dimiliki seseorang terhadap orang lain. 

Menyalahgunakan kekuasaan itu berarti mempergunakan kekuasaan secara 

salah atau secara melampaui batas. 

d. Penyalahgunaan Kemuliaan (mibruik van aanzien) 

Jenis upaya ini tidak ada dalam KUHP Belanda. Ini spesifik indonesia 

yang Feodalis.  

e. Kekerasan (geweld) 

Kekerasan itu dapat dengan mempergunakan tenaga badan atau dengan 

alat-alat. 
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f. Ancaman (bedreiging) 

Berupa kata-kata yang dapat menimbulkan perasaan berbahaya seseorang. 

g. Tipu muslihat (misleiding) 

Memberikan gambaran yang salah tentang suatu keadaan yang 

menimbulkan pada orang yang dibujuk motief untuk berbuat jahat. 

h. Memberi : kesempatan (gelegenheid), alat-alat (middelen) atau penerangan 

(inlichtingen) 

Upaya-upaya ini dimasukkan ke dalam KUHP tahun 1925 untuk 

mengurangi beberapa cara licik yang dapat mengajak orang berbuat jahat 

tapi tidak termasuk dalam daftar limitatief.
11

 

Dalam tindak kejahatan penyertaan (Deelneming) sering terjadi dikalangan 

korupsi khususnya di Indonesia. Kebanyakan dalam praktek korupsi itu dilakukan 

oleh beberapa orang yang mempunyai tujuan sama untuk memperkaya diri sendiri 

dengan memanfaatkan jabatannya. 

Korupsi bukanlah hal baru di indonesia, bahkan korupsi telah menjadi 

bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan pemerintahan 

negara. Penanggulangan korupsi melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi banyak menemui kegagalan yang 

                                                             
11

 Rasyid Ariman, Op.cit , hal 127. 
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disebabkan oleh institusi yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak 

menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah 

dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat 

serius dari korupsi.
12

 

Keadaan yang seperti ini dapat terjadi kemerosotan demokrasi sebagai 

sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , merusak nilai-nilai 

keadilan , kepastian hukum , serta semakin sulit mencapai tujuan hidup 

masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Undang-undang Nomor 20 tahun 

2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengaturnya agar pelaku kejahatan 

korupsi itu diberi efek jera, tetapi prakternya masih sering terjadi dalam 

kehidupan masyarakat bernegara. 

Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandangan sosiologis, yaitu 

“apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh 

seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian 

istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi”.
13

 

H. A. Brazs mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologi sebagai: 

“Penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan 

secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat 

                                                             
12

 Chaerudin, et al., Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, 

Bandung: Refika Aditama, 2008, hal 1. 
13

 Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Bandung: Pustaka Setia,2012, hal 196. 
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pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan 

tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih 

menggunakan kekuasaan itu dengan sah”.
14

 

Definisi yang luas disebutkn dalam kamus lengkap webster’s Third New 

International Dictionary, yaitu “Ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misal suap) untuk melakukan 

pelanggaran petugas”.
15

 

Definisi korupsi lainnya adalah sebagai berikut: 

1. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan 

uang sogok, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

Poerwadarminta 1976). 

2. Korupsi adalah suatu hal yang buruk dengan beragam artinya bervariasi 

menurut waktu, tempat, dan bangsa (Encyclopedia Americana). 

3. Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang 

secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/ perekonomian 

negara (Kamus Hukum – Raden Subekti Tjitrosoedibio). 

4. Korupsi adalah penawaran/ pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa 

suap (corruption the offering and accepting of bribes), di samping diartikan 

juga “Decay,”yaitu kebusukan atau kerusakan. Sudah tentu, yang dimaksud 

                                                             
14

 Ibid. 
15

 Ibid, hal 197. 
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busuk atau rusak adalah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan 

korupsi. Sebab, seorang yang bermoral (berakhlak) baik tidak akan 

melakukan korupsi.
16

 

Dalam praktek penerapan hukum pidana, masalah penyertaan (deelneming) 

masih kurang dipahami oleh praktisi hukum. Terkadang hukuman yang diberikan 

kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang misalnya 

penyertaan dalam tindak pidana korupsi masih tidak sesuai dengan peraturan 

hukum pidana yang berlaku.  

Dalam kasus CIK UMAR, S.H yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 

Badan Pertanahan Nasional Kab. Lahat Sumatera Selatan yang memiliki jabatan 

sebagai Penanggung Jawab kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) TA. 

2008 berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor BPN Kab. Lahat Nomor: 

01/SK/KPK/2008 tanggal 7 januari 2008 bersama-sama SOLAHUDIN. Bahwa 

CIK UMAR, S.H sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi dan 

sebagai orang yang menganjurkan orang lain yaitu SOLAHUDIN untuk 

melakukan korupsi dan menerima sejumlah uang dari hasil PRONA yang 

seharusnya tidak mengeluarkan biaya. 

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana segala sesuatu 

yang berhubungan dengan penerapan asas deelneming dan penjatuhan sanksi yang 

diberikan dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebutlah yang menjadi motif latar 

                                                             
16

 Ibid, hal 199. 
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belakang permasalahan dalam penelitian ini yang hasilnya dituangkan dalam 

bentuk skripsi dengan judul: “Penerapan Asas Deelneming Dalam Tindak 

Pidana Korupsi” . 

B. Permasalahan 

Dilihat dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada dalam skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana penerapan azas deelneming dalam tindak pidana korupsi? 

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh lebih dari satu orang ?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui penerapan asas deelneming dalam tindak pidana 

korupsi. 

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak 

pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara 

teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat teoritis 

Melalui penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang 

penyertaan dalam tindak pidana korupsi. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penulisan ini adalah dapat menambah pengetahuan 

khususnya bagi masyarakat maupun instansi-instansi agar dapat menjadi 

pedoman bagi pemidanaan mengenai penyertaan dalam tindak pidana 

korupsi yang terjadi dalam masyarakat. 

E. Ruang Lingkup  

Dalam setiap penulisan ilmiah perlu dilakukan pembatasan dengan 

cara memberikan ruang lingkup penulisan. Hal ini dimaksudkan agar 

dalam pembahasannya tidak menyimpang bahkan keluar dari judul.  

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini terutama dititikberatkan 

kepada hal-hal yang berhubungan dengan asas-asas deelneming 

(penyertaan) dalam tindak pidana korupsi serta hal-hal yang menyangkut 

sanksi pidana yang akan dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi 

yang dilakukan oleh lebih dari satu orang sesuai dengan ketentuan KUHP, 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang 

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
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F. Kerangka Teori 

a. Teori Deelneming 

Terjemahan istilah “deelneming” ini dalam banyak pandangan para 

sarjana, menunjukan belum ada keseragaman di dalam menggunakan 

istilah deelneming. Satochid kartanegara misalnya menggunakan 

istilah deelneming dengan “Turut serta” , Schravendijk “penyertaan”, 

Tresna : “Turut campur” , Karni : “Turut berbuat” , Utrecht “Turut 

serta” , Wirjono Prodjodikoro : “peserta” sedangkan Moeljatno : 

“penyertaan”.
17

 

Dalam pelajaran deelneming ini ditentukan syarat-syarat yang 

dicantumkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana, yang harus 

dipenuhi supaya seorang pembantu dari pembuat tindak pidana atau 

yang merupakan peserta, dapat dipidana. Apabila dalam suatu tindak 

pidana tersangkut beberapa orang, maka pertanggungjawaban setiap 

orang yang merupakan peserta tindak pidana itu, tidaklah sama, tetapi 

berbeda-beda menurut hubungan peserta itu dengan tindak pidana yang 

bersangkutan.
18

 

Bentuk-bentuk deelneming atau keturutsertaan yang ada menurut 

ketentuan pidana dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah : 

                                                             
17

  Rasyid Ariman, Op.cit , hal 111. 
18

  Rasyid Ariman, Op.cit , hal 112. 
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a. Doen plegen atau menyuruh melakukan atau yang di dalam 

doktrin juga sering disebut sebagai middellijk daderschap. 

b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang juga sering 

disebut sebagai madedaderschap. 

c. Uitlokking atau yang menggerakan orang orang lain. 

d. Madeplichtigheid.
19

 

Menurut Profesor Simons, di dalam ajaran mengenai keturutsertaan 

ini biasanya orang membuat perbedaan antara apa yang disebut 

zelfstandige deelneming atau keturutsertaan yang berdiri sendiri dengan 

apa yang disebut onzelfstanding deelneming atau keturutsertaan yang tidak 

berdiri sendiri. Di dalam zelfstandige deelneming, tindakan masing-masing 

peserta di dalam suatu tindak pidana itu diberi penilaian atau kualifikasi 

yang tersendiri, karena tindakannya masing-masing mereka itu diadili 

secara sendiri-sendiri. Sedang di dalam onzelfstanding deelneming itu 

dapat tidaknya seorang peserta dihukum digantungkan pada perannya di 

dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan 

digantungkan pada kenyataan, apakah tindakan yang telah dilakukan oleh 

pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan.  Menurut 

Profesor Simons, uitlokking dan medeplichtigheid itu biasanya dianggap 

                                                             
19

 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal 

613. 
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sebagai bentuk-bentuk deelneming atau keturutsertaan yang tidak berdiri 

sendiri.
20

 

b. Teori Pertanggungjawaban pidana 

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti 

sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). 

Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. 

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar 

fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema 

merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa 

dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakan di 

dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur 

pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti 

pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti 

pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak 

pidana.
21

 

Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seseorang 

adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan 

tersebut. Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia 

                                                             
20

 Ibid. 
21

 Rasyid Ariman, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2015, hal 205. 
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harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang 

telah ia lakukan.
22

 

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan 

kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-

syarat tertentu.
23

  

Menurut Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi 

atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja 

dilimpahkan negara kepada pembuat delik.
24

 

G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah 

menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini yaitu penelitian 

yang menggunakan bahan hukum sekunder yang bersifat deskriptif 

yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secara 

sistematis semua permasalahan dan tidak bermaksud hanya untuk 

menguji hipotesa. 

 

 

                                                             
22

 RM Soeharto, Hukum Pidana Materiil, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hal 5. 
23

 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar 

lampung: Unila, 2009, hal 8. 
24

 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal 

8. 
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2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum 

a. Jenis Bahan Hukum 

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh 

dari studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, dan sebagainya.
25

 

b. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

kepustakaan atau data yang sudah tersedia baik yang terdapat 

dalam literatur maupun data yang sudah dihimpun instansi. Jenis 

dari bahan hukum sekunder dapat dibedakan dalam bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat dan berupa semua peraturan perundang-undangan yang 

sejalan dengan permasalahan. Bahan hukum sekunder adalah yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya 

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya. 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya 

                                                             
25

 Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum islam – Hukum Barat ), 

Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010 , hal 85. 



18 
 
 

 
 

bahan hukum primer dan sekunder adalah kamus, ensiklopedia, 

indeks kumulatif dan sebagainya.
26

 

Bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku 

yang terkait tentang asas, deelneming dan korupsi serta diktat yang 

dapat menjadi rujukan dalam skripsi ini. Dan bahan hukum tersier 

yang dipakai adalah kamus hukum. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian 

kepustakaan dengan cara mengumpulkan data, baik literatur pemerintah, 

peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang ada hubungannya 

dengan pokok bahasan untuk dijadikan rujukan dalam skripsi ini. 

 

4. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah naham hukum 

sekunder, maka analisis datanya dilakukan dengan cara menganalisa 

data secara kualitatif yaitu mengolah dan menganalisa data-data yang 

terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur dan 

                                                             
26

 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers, 1986, hal 52. 
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mempunyai makna untuk dapat memberikan penjelasan atau gambaran 

tentang penelitian dalam skripsi ini. Kemudian analisis ini diuraikan 

secara sistematis sehingga menjawab keseluruhan permasalahan lalu 

ditarik suatu kesimpulan. 
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